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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG 
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, SERTA 

KEWIRAUSAHAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk menyusun standar kompetensi jabatan di
bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta
kewirausahaan, perlu kamus kompetensi teknis urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan
menengah serta kewirausahaan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara,
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang untuk
menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis
bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta
kewirausahaan;

c. bahwa kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan di
bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta
kewirausahaan telah mendapatkan persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah tentang Kamus Kompetensi Teknis
Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Desember 2022 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Desember 2022 

MENTER! KOPERASI DAN 
USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA,  

TETEN MASDUKI 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1312 .. 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT 
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! KOPERASI 
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 15 TAHUN 2022 
TENTANG 
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS 
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG 
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, 
DAN MENENGAH, SERT A 
KEWIRAUSAHAAN 

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG 
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA 

KEWIRAUSAHAAN 

I. PENDAHULUAN

A. UMUM
1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan
dan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada asas
kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas,
keterpaduan, nondeskriminatif, persatuan dan kesatuan,
keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan;

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi
berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode
perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada
pelayanan publik, diperlukan kompetensi, kualifikasi akademik,
jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan
profesionalitas jabatan;

3. Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, bahwa manajemen aparatur sipil negara
diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah
kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;

4. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, bahwa pengembangan karier pegawai
negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi,
penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah, serta
pengembangan karier dan kebutuhan instansi pemerintah,
serta pengembangan karier pegawai negeri sipil dilakukan
dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;

5. Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
bahwa kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara
teknis;

6. Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme aparatur sipil
negara dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam
manajemen aparatur sipil negara maka diperlukan kamus
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